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ABSTRAK 

 

 

UPAYA PENANGGUNGLANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP 

PELAKU MODIFIKASI KENDARAAN RODA EMPAT 

(Studi Pada Polres Pringsewu) 

 

Oleh 

 

PUTRI REGITA CAHYANI 

 

Angka tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat cenderung semakin 

meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tindakan modifikasi kendaraan roda 

empat sangat membahayakan pengemudi dan mengganggu pengemudi lainya 

yang ada di jalan raya serta meresahkan masyarakat sehingga membutuhkan 

upaya maksimal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah “Upaya Penanggulangan 

Tindak Pidana Terhadap Pelaku Modifikasi Kendaraan Roda Empat”, dari 

permasalahan tersebut: Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan 

modifikasi kendaraan roda empat dan Apakah faktor penghambat upaya 

penanggulangan tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat. 

 

Metode penelitianl ini menggunakanl pendekatanl masalah yuridisl normatif ldan 

pendekatanl yuridisl empiris. Sumberl data lyang digunakanl berupal studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Kasat 

Lantas Polres Pringsewu, Anggota Dinas Perhubungan Pringsewu, dan l Dosen 

Bagian lHukum Pidanal Fakultas lHukum Universitasl Lampung. 

 

lHasil penelitianl dan lpembahasan menunjukan lbahwa: Upaya penanggulangan 

tindak pidanal terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat merupakan 

fungsi dan peran kepolisian sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 5 Undang l- Undangl 

Nomorl 2 Tahunl 2002 lyang menjelaskan lbahwa fungsi dan peran kepolisianl 

ladalah memeliharal keamanan danl ketertiban lmasyarakat. Berdasarkan penelitian 

terhadap narasumber dan terkait permasalahan upaya penanggulangan modifikasi 

kendaraan roda empat dari pihak kepolisian telah berupaya melakukan penegakan 

hukum terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat melalui upaya preemtif, 

upaya preventif dan upaya represif yang dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan 

non penal untuk mengatasi kasus modifikasi kendaraan roda empat yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.  



Putri Regita Cahyani 

Faktor penghambat upaya penanggungalan tindak pidana terhadap pelaku 

modifikasi kendaraan roda empat diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat 

terhadap aturan undang-undangan atau budaya hukum masyarakat sendiri yang 

kurang menyadari pentingnya tetib berlalu lintas, hal inilah yang menjadi faktor 

utama penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

modifikasi kendaraan roda empat. 

 

Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah: Tingginya angka 

modifikasi kendaraan roda empat yang bisa berakibat menjadi kejahatan di lalu 

lintas diharapkan dapat diminimalisir melalui Langkah-langkah upaya 

penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian, 

dengan memberikan sanksi hukuman yang tegas serta diimbangi dengan upaya 

lainya seperti mengedukasi Masyarakat. Perlu adanya Tindakan khusus untuk 

mengatasi faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidanaterhadap 

pelaku modifikasi kendaraan roda empat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memaksimalkan Kerjasama antara kepolisian dengan Masyarakat serta 

Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan dibidang lalu lintas 

agar tercipta budaya tertib hukum. 

 

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Modifikasi, Kendaraan Roda Empat 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini berkembang dengan sangat 

cepat karena semakin bertambahnya jumlah angka penduduk, maka 

perkembangan angka teknologi kendaraan pun juga semakin bertambah dan 

berkembang mengikuti perkembangan kehidupan manusia yang sangat 

membutuhkan teknologi kendaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman 

dan kebutuhan nya serta mempermudah seseorang dalam melakukan aktivitas 

di kehidupan sehari-hari.  

Seiring berkembangnya zaman, pola kehidupan semakin kompleks dengan 

berbagai kebutuhan yang diiringi kemajuan teknologi dan informasi. Secara 

sosiologis yuridis tampak adanya perkembangan wilayah perkotaan yang 

relative pesat di Indonesia. Perkembangan itu ditandai dengan terjadinya 

pengembangan wilayah, peningkatan kualitas kehidupan, pertambahan 

fasilitas fisik. Maksud dari fasilitas fisik tersebut banyaknya kendaraan dan 

angkutan umum dikota-kota besar. Pertambahan penduduk yang pesat di kota 

harus diserta dengan pengembangan prasarana kota yang serasi. Prasarana itu 

antara lain mencakup jalan, alat komunikasi, dan angkutan umum.
1
 

                                                           
1
 Soekanto Soerjono, Polisi Dan Lalu Lintas, Jakarta; Mandar Maju, 1990 
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Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan bermotor di 

Indonesia mencapai 141,99 juta unit pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 

4,30% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 136,14 juta unit. Jumlah 

kendaraan bermotor di Indonesia terpantau terus meningkat dalam lima tahun 

terakhir. Peningkatan kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada 2018, yakni 

6,38%. Jika dirinci, sebanyak 120,04 juta kendaraan bermotor merupakan 

sepeda motor. Sebanyak 16,41 juta kendaraan berupa mobil pribadi. 

Kemudian, ada 5,30 juta kendaraan berjenis truk. Sementara, jumlah bus di 

dalam negeri hanya sebanyak 237.566 unit. Dari keempat kendaraan bermotor 

tersebut, motor memiliki pertumbuhan tertinggi setiap tahunnya. Peningkatan 

jumlah sepeda motor paling tinggi sebesar 6,44% pada 2018. Sementara, bus 

mencatatkan pertumbuhan terendah di antara kendaraan bermotor lainnya. 

Peningkatan jumlah bus paling lambat sebesar 0,73% pada 2020. 
2
 

Perkembangan transportasi khususnya transportasi jalan raya dapat dengan 

mudah memudahkan pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. 

Perkembangan transportasi bermula dari adanya kebutuhan individu untuk 

berpindah ke tempat lain untuk mencari barang atau menunjang perekonomian 

yang membutuhkan atau sekedar untuk melakukan aktivitas sehari-hari serta 

mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lain. 

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

pada saat ini.Transportasi dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia. 

                                                           
2
 BPS, Data Pertumbuhan Kendaraan di Indonesia https://dataindonesia.id/sektor-

riil/detail/jumlah-kendaraan-di-indonesia 
 

https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kendaraan-di-indonesia
https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kendaraan-di-indonesia
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Kemajuan teknologi  transportasi telah memperlihatkan perkembangan  pesat  

baik di darat, laut, maupun udara di Indonesia. 

Luas wilayah Indonesia besar  dan jumlah penduduk yang terus bertambah 

menjadikan transportasi menjadi  sangat diperlukan bahkan menjadi prioritas 

utama di Indonesia. Perkembangan transportasi khususnya transportasi darat  

yang   dapat memudahkan pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat 

lain. Namun  perkembangan sistem transportasi saat ini juga telah 

menimbulkan permasalahan yang sangat serius seperti kemacetan lalu lintas 

dan peningkatan angka kecelakaan dan munculnya fenomena tersebbut di 

masyarakat seperti tren memodifikasi kendaraan. Hal ini merupakan contoh 

nyata dari perkembangan teknologi transportsi saat ini, khususnya dengan 

melakukan modifikasi pada kendaraan yang pada hakikatnya tidak 

memperhatikan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, selain itu 

modifikasi tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kehadiran undang-undang lalu lintas mutlak diperlukan dan harus diterapkan 

di seluruh negara  di dunia. Jika tidak dilakukan, akan banyak masyarakat 

yang melanggar peraturan lalu lintas di segala aktivitas masyarakat. Setiap 

orang akan bertindak sendiri-sendiri tanpa memperhatikan dan mengabaikan 

keadaan orang disekitarnya. Dampaknya akibat perkembangan teknologi yang 

terjadi saat ini, khususnya perkembangan teknologi di dunia otomotif. 

Modifikasi sendiri berarti serangkaian tindakan yang bertujuan untuk 

mengubah keadaan semula, baik kecil maupun besar, sehingga berbeda 

dengan keadaan semula. Penyelenggaraan transportasi di Indonesia tidak lepas 
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dari sistem lalu lintas yang menggunakan alat yang dikendalikan mesin. Mulai 

dari kendaraan  apapun yang mempunyai kemampuan menggunakan 

motor/mesin dan melaju di jalan umum.Modifikasi pada Pasal 50 Ayat 1 UU 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam amandemen 

tersebut berupa perubahan dimensi, mesin, dan  daya dukung beban. 

Pelaku modifikasi zaman sekarang memodifikasi kendaraannya sesuai 

keinginannya, menyimpang dari aturan hukum yang berlaku yang mengatur 

kelengkapan pemeriksaan kendaraan, sesuai  Pasal l131 Hurufl E danl Pasal 

l132 Ayatl (2)l dan Ayatl (7) PP Nomor 55l Tahunl 2012 tentangl lkendaraan, 

juncto Pasal l50 Ayatl (1) UU Nomor l22 Tahunl 2009l harus  dilakukanl  untuk 

pengecekan tipe dan memperolehl lsertifikat. Modifikasi sesuai Pasal 52 lAyat 

(1) UUl Nomor 12 Tahunl 2009l mewajibkan setiapl kendaraanl yang 

dimodifikasi sehingga mengakibatkan perubahan model harus menjalani uji 

tipe ulang. 

Akibat yang ditimbulkan  daril perubahanl ini membuatl bentukl kendaraan 

lmenjadi bentukl yang barul dan lberkesan lsangar, antik, lunik, ganjill serta lyang 

lainya. Akan tetapi memodifikasi kendaraan dengan mengubah fisik dan 

bentuk lkendaraan tidak diperbolehkan, Pasall 277 lUndang-Undangl Nomor l22 

lTahun l2009 tentang lLalu Lintasl dan Angkutanl Jalanl menyebutkan bahwa 

memodifikasi kendaraan bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dandenda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).  

Fenomena modifikasi yang lazim dilakukan di  masyarakat tidak serta merta 

mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum, bahkan modifikasi  
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menjadi hal yang lumrah di jalanan. Aparat penegak hukum biasanya hanya 

menilang pelaku tindak pidana modifikasi kendaraan ketika pelanggar 

tertangkap saat penegak hukum melakukan operasi. Para pelaku modifikasi 

berperilaku tidak patut, bahkan melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, dan dampak dari tindak pidana modifikasi kendaraan dapat 

berdampak buruk bagi masyarakat yang menggunakannya dan mempunyai 

hak yang sama di jalan raya umum. 

Seperti kasus pertama yaitu, tindak pidana yang marak di wilayah hukum 

Pringsewu pada kendaraan roda empat yaitu kendaraan roda empat yang di 

ubah menjadi mobil penggilingan padi terjadi perubahan total pada kendaraan 

roda empat dari segi fisik, mesin, dan fungsi yang termasuk tingkat modifikasi 

berat..
3
 

Kasus kedua yaitu, yaitu tindak pidana yang marak terjadi di wilayah hukum 

Pringsewu pada kendaraan roda empat terutama kendaraan angkutan barang 

yang pada bagian bak kendaraan di perpanjang untuk mengangkut muatan 

barang yang lebih banyak dan melebih standar atau bisa disebut ODOL (Over 

Dimension Over Load) pada kendaraan yang dikategorikan ODOL sangat 

membahayakan pengendara yang ada di jalan raya atau bisa juga merusak 

jalan raya dan kendaraan roda empat yang pada bagian tangki bahan bakar nya 

diubah menjadi lebih besar yang tidak sesuai dengan asli nya yang 

                                                           
3
 Hasil Wawancara Pegawai DISHUB LLAJ Pringsewu Oleh Ibnu Wibisono A.Md.Tra 
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diperuntukan untuk menguntungkan diri nya sendiri. ODOL melibatkan 

pengendara dengan kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan.
4
 

Kasus ketiga yaitu, tindak pidana yang terjadi yang marak terjadi di wilayah 

hukum Pringsewu pada kendaraan roda empat yaitu penggunaan lampu strobo, 

penggunaan lampu strobo pada kendaraan diatur secara terbatas. Artinya, tidak 

semua kendaraanl roda empat dapat menggunakaknaya, terutama kendaraan 

sipil. yang seharusnya di pasang pada kendraan  khusus yang sudah ada izin 

untuk menggunakan lampu tersebut akan tetapi di pasang di kendaraan pribadi 

yang menyalahi aturan.
5
 

Seperti yang telah di uraikan diatas masih terdapat kendaraan roda empat yang 

memodifikasi kendaraannya hal tersebut tentunya membahayakan pengemudi 

dan pengemudi lainnya, yang dimana tergolong dalam modifikasi tingkat berat 

dalam bentuk kendaraan yang menghilang fungsi dan keamanan akan tetapi di 

wilayah penulis masih banyak sekali jumlah pelaku yang melakukan 

modifikasi tanpa memperhatikan aturan yang berlaku di wilayah hukum polres 

Pringsewu. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas oleh karena itu 

penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah apa yang menjadi faktor dalam 

memodifikasi kendaraan roda empat tersebut dan bagaimana cara 

menanggulangi nya serta apa yang menghambat penegak hukum dalam 

permasalahan ini. 

 

 

                                                           
4
 https://lampung.tribunnews.com/2022/03/01/truk-odol-jadi-sasaran-operasi-keselamatan-

krakatau-2022-di-pringsewu   
5
Soni, https://lampung.tribunnews.com/2017/01/14/polisi-akan-tilang-pemakai-sirene-strobo 

https://lampung.tribunnews.com/2022/03/01/truk-odol-jadi-sasaran-operasi-keselamatan-krakatau-2022-di-pringsewu
https://lampung.tribunnews.com/2022/03/01/truk-odol-jadi-sasaran-operasi-keselamatan-krakatau-2022-di-pringsewu
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan  

 

lBerdasarkan uraianl latar belakangl tersebut makal permasalahanl yang lakan  

ldibahas dan dikemukakanl dalaml penulisan skripsil ini ladalah : 

 

a. Bagaimanakahl upaya penanggulangan tindak pidana modifikasi 

kendaraan roda empat? 

b. Apakahl faktor penghambatl upayal penanggulanganl tindak lpidana 

modifikasi kendaraan roda empat? 

2. lRuang Lingkup  

lRuang lingkupl penelitian inil termasuk dalam penelitian kajianl ldalam 

lHukum Pidana, yangl membahas lupaya penanggulangan hukum ldalam 

menanggulangi tindakl pidana terhadapl pelaku modifikasi kendaraan roda 

empat yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pringsewu, serta 

mengenai apa saja yang menghambat upaya penanggulangan dalam 

menanggulangi modifikasi kendaraan roda empat. Ruang lingkup tempat 

penelitian dilaksanakan di Polres Pringsewu dan Dinas Perhubungan LLAJ 

Pringsewu selanjutnya ruang lingkup waktu l penelitian ini ldilaksanakan 

lpada lTahun 2023.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berkaitan dengan lpermasalahan dan ruangl lingkupnya, maka 

lpenelitian lIni bertujuan luntuk :  
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a. Untukl mengetahuil penanggulangan tindak pidana terhadap 

perbuatan modifikasi kendaraan roda empat di lwilayah lhukum 

lPringsewu. 

b. Untukl mengetaheui faktorl penghambat dalaml ulpaya 

lpenanggulangan tindak lpidana terhadapl pelaku lmodifikasi 

lkendaraan rodal empat di wilayahl hukuml Pringsewu. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

lDari penelitianl ini di harapkan ldapat digunakan sebagai berikut : 

a. lKegunaan Teoritis 

1. Secara teoritis hasill penelitian lini diharapkanl bisa bergunal 

luntuk mengembangkan ilmu hukuml khususnyal hukum pidana, 

dan juga untuk memberikan informasi yang lebih tentang aturan 

terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Dapat memberikanl informasil untuk lmasyarakat, lLembaga 

hukum, badan hukum, ldan aparat lpenegak hukuml mengenai 

peraturan dan ketentuan hukum terkait tindak pidana lalu lintas. 

 

b. lKegunaan Praktis 

1. lHasil penelitian ini akanl bermanfaat dalaml memberikanl jawaban 

lterhadap permasalahan yang perlu lditeliti. 

2. Hasill  penulisanl ini dapatl digunakan untuk lmemberikan linformasi 

dan lgambaran kepadal masyarakat  ldan semual pihak lyang 
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berkepentinganl dalam menanggulangil tindak pidana  modifikasi 

kendaraan roda empat. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

lKerangka teoritis ladalah kerangkal pemikiran, latau butir-lbutir 

lpendapat, teori, ltesis, mengenail kasus ataul permasalahan l (problem) 

lyang menjadi bahanl lperbandingan, pegangan lteoritis. Kerangka 

lteoritis lmerupakan abtraksil hasil lpemikiran atau lkerangka acuanl atau 

ldasar ylang relevan luntuk pelaksanaanl suatu lpenelitian ilmiah, 

lkhususnya lpenelitian lhukum.
6
 

Teori-teori hukum tersebut menjadi landasan teori bagi para peneliti 

untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas dalam proses 

penelitian hukum. Kerangka teori  membantu peneliti memberikan 

arahan untuk  memecahkan masalah  penelitian.
7
 

 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian 

ini adalah:  

a. Teori Penanggulangan tindak pidana menurut Sudarto dalam 

hukum pidana yaitu:  

Menurut Sudarto penyebab terjadinya tindak pidana merupakan 

permasalahan yangl sangat lkompleks danl berada ldi luar jangkauanl hukum 

                                                           
6
 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung: UI Press Alumni, 1986 

7
 Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 

2019 
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lpidana, maka wajarl hukum lpidana mempunyail keterbatasan lkemampuan 

luntuk menanggulanginyal dan menurutnyal penggunaanl hukum lpidana 

lmerupakan penanggulanganl satul gejala (“kurieren amsymptom”) ldan 

blukan penyelesaian dengan lmenghilangkan lsebab-lsebabnya.  

Jadi karena diperlukan adanya upaya penanggulangan tindak pidana  

secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka 

menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan tindak pidana dapat 

ditempuh dengan: 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application). 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) . 

c. Mempengaruhil pandangan lmasyarakat lmengenai kejahatan ldan 

lpemidanaan lewat lmedia lmassa (influencing, lviews lof society lon 

lcrime land punishment/massl lmedia). 

 

lUpaya penanggulangan tindak pidana ldapat ldibagi menjadi l2 lyaitu : 

melalui  jalur “penal” (hukuml pidana) ldan melaluil  jalur “nonl lpenal” 

(lbukan/di luarl hukuml pidana) ldimana pointl b ldan lc 

masuk/ldikelompokkan lpada upayal non lpenal. Upayal penanggulangan 

ldengan “penall” llebih lmenitik beratkanl pidana sifatl “lrefressive” 

(lpenindasan/pemberantasan/lpenumpasan) sesudahl kejahatan lterjadi. 

lDengan menggunakanl sarana penall (hukuml pidana) ialahl lmasalah 

lpenentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan 

Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelaku”.
8
  

 

                                                           
8
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group, 2010 



11 
 

 

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

Menuru Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penegakan hukum 

bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun juga 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukumnya yaitu: 

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 

Faktor Undang-Undang  mempunyai peran yang utama dalam 

penagakan hukum berlakunya kaedah hukum di masyarakat ditinjau 

dari kaedah hukum itu sendiri. 

2) Faktor Penegak Hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. 

3) Faktor Sarana dan Fasilitas 

lSarana dan falsilitas lyang mendulkung mencakup ltenaga manulsia yang 

berpendidikanl danl terampil, orglanisasi yangl baik, lperalatan ylang 

lmemadai, keuanganl yangl cukup. Tanlpa saranla dan flasilitas lyang 

lmemadai, penegalkan hukum tlidak akaln berjalan dlengan lancarl dlan 

lpenegakan hukulm tidak lmungkin menjalalnkan lperanan lsemestinya. 

4) Faktor Masyarakat 

lMasyarakat mempunyai pengaruhl yanlg kuat telrhadap pellaksanaan 

penegakanl hukum, selbab peneglakan hukulm berasall dari lmasyarakat 

danl bertujuanl untuk mlencapai dalaml masyaraka. lBagian lyang 

lterpenting dalam melnentukan lpenegakan hukuml adalah lkesadaran 

lhukum lmasyarakat. 

5) Faktor Kebudayaan 

lKebudayaan Indonesila merupakanl dasar darli berlakunlya hukuml adat. 

lBerlakunya hukum tertullis (perunldang-undanglan) lharus 

lmencerminkan nilail-nilai yalng menjaldi dasalr hukuml adat. lDalam 

lpenegakan hukum, slemakin banyakl plenyesuaian antara peratulran 

lperundangan-undanganl dengan lkebudayaan lmasyarakat, makal akan 

lsemakin mudalh dalam mlenagakannya.
9
 

 

2. Konseptual 

lKerangka konlseptual adalah keralngka yalng menghubungkan lantara 

lkonsep-konsepl yang lmerupakan arti-larti yang belrkaitan denlgan istilah-

                                                           
9
 Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo,1983 
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istilah lyang akan digunakan saat penelitian, baik penelitian l lnormatif 

maupun penelitianl empilris. Hal ini dilalkukan dan ldimaksudkaln agar tildak 

lterjadi kesalah pahlaman dalaml melakukan plenelitian. 

a. Analisis adalah sebuah kegiatan untuk meneliti suaru objek tertentu 

secara sistematis, untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan 

yang diteliti.
10

 

b. Penanggulangan tindak pidana adalah sebagail pengaturanl atau 

lpenyusunan secara lrasional usahal-usaha lpengendalian kejahatan loleh 

lmasyarakat.
11

 

c. lTindak pidanal adalah  perbuatanl yangl tidak diperbolehkan apabaila 

dilanggara maka akan dijatuhkan hukuman sebagai sanksi.
12

 

d. Pelakul tindak pidanal adalahl lseseorang/sejumlah oknum lyang 

melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.  

e. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan yang digerakan oleh mesin 

yang dikemudikan oleh manusia atau seseorang. 

f. Modifikasi kendaraan adalah upaya melakukan perubahan dengan 

penyesuaian-penyesuaian untuk memenuhi keinginan.
13

 

g. lLalu lintas adalahl ruang dimana pergerakanl kendaraan dlan orang 

ldalam ruangl lalu lintasll jalan.
14

. 

  

                                                           
10

 Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern,Jakara:Pustaka Amani,1980 
11

 Susanti Emilia, Politik Hukum Pidana, Bandarlampung: CV Anugrah Utama Raharja,2019 
12

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta: PT Rineka Cipta,2008 
13

 Anggra Kurniawan, Teori Modifikasi Menurut Para Ahli http://anggrakurniawan.wordpress.com  
14

 Putranto, L.S., Rekayasa Lalu Lintas,Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang,2008 

http://anggrakurniawan.wordpress.com/
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E. Sistematika Penulisan  

Mencakup uraian keseluruhan dari  penelitian yang akan disajikan 

sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan mendapatkan 

gambaran menyeluruh tentang penelitian ini  5 bab yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

lBab ilni menejelaskan terkait latarl lbelakang penulisan, lyang 

lmenjadi permasalahanl dalam penulisanl selanjutnya lserta 

lmemberikan batasan-lbatasan dalam penulisanl penelitian. lSelain 

itu lpada bab inil jugal menguraikan tentang ltujuan danl kegunaan 

lpenelitian, kerangkal teoritis danl konseptual sertal lsistematika 

lpenulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan  beberapa pengertian umum dan pengertian  

tentang apa yang sedang dibahas sebagai landasan atau teori untuk 

menjawab permasalahan yang sedang diteliti. 

III. METODE PENELITIAN  

lBab ini mengurlaikan langkahl-langkah ataul metodel yang 

dilakukanl untuk melakukan penelitian, lmeliputi pendekatan 

lmasalah, lsumber ldan jenisl ldata, pengumpulanl danl pengolahan 

ldata, serta lanalisis ldata. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

lBab ini membahas berdasarkanl hasil penelitianl permasalahan 

lpokok terkait: upaya penanggulangan terhadap pelaku modifikasi 

kendaraan roda empat. 
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V. PENUTUP 

lBab ini merupakanl bab penutupl yanlg memuat kesimpulanl tentang 

jawaban permasalahan daril hasil lpenelitian danl saran  penulis 

terhadap permasalahanl pokok  yangl dibahas dalaml penelitian lini. 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

Upaya adalah  usaha untuk melakukan sesuatu setelah suatu peristiwa terjadi.   

15
Usaha penanggulangan tindak pidana melalui hukum pidana  juga 

merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan 

hukum pidana), oleh karena itu kebijakan hukum pidana sering dianggap 

sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan pencegahan 

tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

upaya perlindungan masyarakat dan upaya menjamin kesejahteraan rakyat.
16

 

Pencegahan atau menanggulangi tindak pidana harus dilakukan pendekatan 

integral yaitu: 

1. Sarana Non Penal: penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung berdampak pada upaya 

pencegahan  tindak pidana. 

2. Sarana Penal: Sarana penal adalah  penanggulangan tindak pidana dengan 

menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah 

sentral yaitu, yaitu : 

 

                                                           
15

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1990 
16

 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., 
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a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelaku tindak 

pidana. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa penanggulangan tindak pidana dapat 

dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan menggunakan 

sarana penal dan non penal. Upaya mengatasi tindak pidana dengan cara 

pidana dengan mengatur masyarakat melalui hukum pada hakekatnya 

merupakan wujud penegakan hukum yang jarang terjadi.
17

 

 

B. Tinjauan Umum Modifikasi Kendaraan Roda Empat 

1. Pengertian Modifikasi Kendaraan  

lMenurut (KBBIl) Modifikasil mempunyai arrti  merubah latau lperubahan.
18

 

Pengertian modifikasi didefinisikan upaya  mengubah bentuk suatu benda 

atau kendaraan  dari bentuk yang tidak menarik l menjadi llebih lmenarik 

ltanpa menghilangkan lfungsi aslinyal dan mlemperlihatkan bentukl yang 

llebih baik daril laslinya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa lModifikasi 

lsecara umum berarti mengubahl ataul mnyesuaikani sesuatu sesuai 

keinginan dan menjadikannya menarik, dengan mengabaikan peraturan 

hukum yang berlaku. 

Pengertian modifikasi juga dapat definisikan perubahan dengan 

menyesuaikan  dalam segi fisik terutama bentuk kendaraan sebagai 

pennjang perlengkapan yang dimaksutkan ada adalah fasilitas dan sarana 

luntuk memperlancarkanl pelaksanaan lfungsi dari kendaraanl tersebutl 

                                                           
17

 Stepu, S.,Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Kriminal,Syiar Hukum: Jurnal Ilmu 

Hukum,8(3),325-335 
18

, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., 
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sesuai keinginan, lsedangkan, perlengkapan lyang dimaksutl adalahl 

kelengkapan ldari perlengkapanl  untuk menunjang lkendaran  

Misalnyal spion, llampu depan, knalpot danl mesin, bentuk kendaraan roda 

empat  juga merupakan tujuan dan cara memodifikasi kendaraan roda 

empat dari segi (gaya, pendekatan, aturan dan evaluasi), secara khusus 

yaitu mengubah desain atau gaya  kendaraan untuk meningkatkan 

tampilannya dan juga membuatnya terlihat lebih baik serta menambah 

kecepatan kendaraan mengubah struktur mesin, menyebabkan kecepatan  

kendaraan  melebihi batas  yang ditentukan kendaraan, sehingga tidak 

mematuhi peraturan hukum yang berlaku. 

Modifikasi kendaraan mempunyai beberapal klasifikasil atau ljenis 

lmodifikasi kendaraan, diantaranya yaitu :
19 

1. Modifikasil Ringan 

lModifikasi yang ldilakukam denganl merubah bagialn secarla sedlerhana 

lyaitu denganl cara mengglanti beberapa blagian sepertli mengganti 

lspion, lmemasang peldal, menggantil handel lgas. 

2. Modifikasi Sedang 

lModifikasi yanlg dilakukan denglan merublah beberlapa bagian lsecara 

sedang altau menengah lyaitu dengan calra menglganti beberapla bagian 

pokokl kendaraan seplerti mengganlti velg, ban,sltang, sluspensi, 

memlasang fairing, sertal pengecataln beberapal bagian atlau 

keselluruhan. 

3. Modifikasi Besar 

Mlodifikasi yang dillakukan denlgan merulbah keselurulhan bagian 

lmotor sehinglga menjadi blentuk balru. Pada kaltegori modlifikasi besalr, 

hamlpir bagian-bagialn pentilng sebuah lkendaraan mlengalami 

perolmbakan, seperti suspensli deplan-belakang, sltang, veleg, lban, 

tangki lbensin balhkan romblakan dapur paclu atau mesinl motornylla 

telrmasuk perubahan lkerangka kelndaraan. Akibatl dari perulbahan inil 

membuat bentulk kendaraaln menjadi blentuk . 

4. Modifikasi Ekstrim 

lModifikasi untukl kategori ini lhampir sama dlengan kateglori besar, 

namunl perubahanl yang dilakukan tlerlihat elkstrim atau lagak 

menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. 

                                                           
19

 Teguh Imanto, Proses Visualisasi Modifikasi, Inosains, 2 Agustus, 2014 
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Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian 

kendaraan sehingga menjadi bentuk baru yang aneh,ganjil, unik dan 

sejenisnya. Pada ketegori modifikasi ekstrim, hamper bagian-bagian 

penting sebuah kendaraan mengalami perombakan, seperti suspensi 

depan-belakang, stang, veleg, ban, tangki bahkan rombakan dapur 

pacu atau mesin kendaraan termasuk kerangka kendaraan. 

 

 

2. Pengaturan Modifikasi Kendaraan Roda Empat  

Kelayakan kendaraan seperti yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas  dan Angkutan Jalan yang 

berbunyi : 

1) Seltiap Kendlaraan Bermotor yanlg dioperasiklan di Jalan halrus 

memenuhi lpersyarataln teknis dlan lailk jalan.  

2) Persylaratan teknis seblagaimana dimaksudl pada Aylat (1) l terdirli atas:  

a. Susunlan,Susunan adallah komponenl penting dlari kendlaraan 

bermotolr   dan komlponen-komponlen itul terdiri dlari  

1. Ranlgka landaslan 

2. Motlor pengglerak 

3. Sistlem pembluangan 

4. Sistem penlerus daya 

5. Sistelm rodla-roda 

6. Sisltem suspelnsi 

7. Slistem alat klemudi 

8. Sistelm relm 

9. Slistem lampul dan alat plemantul cahlaya, terdirli atas:  

a) Lampu lutamal dekat, wama pultih, atau kluning mulda 

b) lLampu utalma jauh, walma putilh, atau kunling mluda 

c) Lampul penunjuk larah, wamla kuning tua dlengan lsinar   

kelapkelilp 

d) lLampu rem, wamal merah 

e) Lamplu posilsi depan, wamal putih atalu kunilng muda 

f) Lampu lposisi belaklang, wama mlerah; ldan  

g) Llampu mundlur, wama pultih atau lkuning mluda 

10. Kompolnen pendukunlg, yalng terdiri latas:  

a) Pengukulr kecepatlan (speedlometer) 

b) Kaca lspion 

c) Pelnghapus kaca kecluali selpeda motolr 

d) Kllakson 
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e) l Spakbor; dan  

f) lBumper kelcuali sepedla motor  

 

b. Pelrlengkapan, Perlengkapan adalalh kompolnen pelengkap padla 

kendalraan bermotorl yang berfunglsi agar lkendaran telrsebut aman 

untulk di klendarai dan kolmponen itu terldiri dlari : 

1. Salbuk keselalmatan; bagi kendlaraan rolda empat  

2. Blan cadanlgan 

3. Selgitiga pengaman 

4. Dlongkrak (bagi lkendaran rloda empat)  

5. Pembulka rolda 

6. Hlelm dan rompi lpemantul cahlaya bagi lpengemudil Kendaraan  

Bermlotor berodal empat atau llebih, yalng tidak melmiliki 

rlumahrumah; danl  

7. Peralatlan pertolongan perltama plada kecelakaan 

c. lUkuran, Ukuran ladalah dilmensi utamla kendaraan lbermotor, 

antlara lain panjalng, lebalr, tinggi, jullur depaln (front lover halng), 

julur lbelakang (realr over halng), dan sludut perlgi (departulre angle).  

d. Karoseri, Karoseri adalah badan kendaraan,antara lain kaca-kaca, 

pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor 

kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), 

tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil 

barang).  

e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, 

Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan meruntukannya adalah 

rancangan yang sesuai dengan fungsi:  

1. Kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau  

2. Kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.  

f. Pemuatan, Pemuatan adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau 

barang.  

g. lPenggunaan, Pelnggunaan adalah cara lmenggunakanl Kendaraan 

lbermotor sesuali dengan perluntukannya.  

h. Pelnggandengan Kelndaraan Blermotor, Pengganldengan Klendaraan 

lBermotor adalah clara menlggandengkan Kendalraan lBermotor 

ldengan menggunakanl alatl perangkai. 

i. Penempelan Kendaraan Bermotor, Penempelan Kendaraan 

Bermotor adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan:  

1. Menggunakan alat perangkai 

2. Menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat 

pengunci;  

3. Dilengkapi kaki-kaki penopang.  
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Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan 

oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-

kurangnya terdiri atas:  

a. Emisi gas buang 

b. Kebisingan suara 

c. Efisiensi sistem rem utama 

d. Efisiensi sistem rem parkir 

e. Kincup roda depan 

f. Suara klakson 

g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama 

h. Radius putar 

i. Akurasi alat penunjuk kecepatan 

j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan  

k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan 

 

 

Dalam melakukan modifikasi kendaraan harus sesuai dengan Pasal 53 

Peraturan KAPOLISI Nomor 5 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. Mengisi formulir pendaftaran untuk melakukan modifikasi kendaraan di 

SAMSAT sesuai daerah masing-masing. 

b. Melampirkan foto copy KTP pemohon sebagai tanda bukti dan identitas 

diri. 

c. Menyerahkan BPKB dan STNK kendaraan yang akan dimodifikasi. 

d. Melampirkan surat keterangan jika sudah mendapatkan rekomendasi dari 

APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan yang hendak di modifikasi. 

e. Melampirkan faktur pembelian mesin baru dari impor atau mesin baru 

yang di produksi dalam negri jika dilakukan penggantian mesin baru pada 

kendaraan yang hendak di modifikasi. 

f. Melampirkan seritifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe yang 

diperoleh dari kementrian perhubungan. 

g. Melakukan pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor seteleah 

dimodifikasi di SAMSAT daerah masing-masing yang bertujuan untuk 

mendapatkan BPKB dan STNK baru sesuai kendaraan yang 

dimodifikasi.
20
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Persyaratan yang telah diuraikan diatas diperkuat dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan 

Pasal 132 Ayat (5, 6, 7) yang menyatakan  : 

1) Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap 

kendaraan yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 

huruf E paling sedikit meliputi:  

a. Rancangan teknis 

b. Susunan 

c. Ukuran 

d. Material 

e. Kaca, pintu, engsel dan bumper 

f. System lampu dan alat pemantul cahaya 

g. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan  

2) Modifikasi kendaraan  sebagaimanal dimaksudl pada lAyat (5) l hanyal dapat 

dilakulkan setelah lmendapat rekolmendasi dari lagen tunggall lpemegang 

lmerk. 

3) lModifikasi kendaraanl sebagaimana dimaksud lpada Alyat (6l) wajib 

ldilakukan olehl bengkel umulm kendalraan yangl ditunjuk olehl mentri lyang 

lbertanggung jawabl dibidang ilndustri. 

Modifiaksi seringkali disalahguakan  untuk kepentingan atau keinginan 

pribadi. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran antara lain 

kurangnya standar masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pelanggaran modifikasi  oleh 

masyarakat yang melanggar peraturan dan membahayakan 

masyarakat.Modifikasi yang berbahaya antara lain modifikasi yang mengubah 

bentuk rangka kendaraan, menambah kecepatan kendaraan, menimbulkan 

bunyi knalpot, atau menyebabkan kendaraan kehilangan beberapa fungsi 

penting pada keadaan semula.. 
21

 

                                                           
21

 Ade Julian Anugrah, Modifikasi Kendaraan Bermotor dan Akbat yang Tidak Lulus Uji Menurut 

Pasal 277 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentnag Lalu Lintas dan Angkutan umum, Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,2016 



22 
 

 

3. Sanksi terhadap pelanggaran kendaraan yang dimodifikasi  

Berdasarkan peraturan  hukum yang telah duraikan, tindakan pidana dapat 

dilakukan terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan 

aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu dapat dilihat pada Pasal 277 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan bahwa: 

“Setiap orang yang memasukan  kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, 

merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan 

perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus 

yang dioperasikan didalam negri tidak memenuhi kewajiban uji tipe 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) dipidana dengan penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua 

puluh empat juta rupiah)” 

 

Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 131 huruf E “Kendaraan 

bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa 

dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.” Dan Pasal 132 Ayat (6) 

“Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) hanya 

dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang 

merek” dan Ayat (7) “Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang 

ditunjuk oleh mentri yang bertanggung jawab di bidang  industri’’ PP Nomor 

55 Tahun 2012 tentang Kendaraan juncto Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Kemudian adanya Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan:  

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Pasal 54 Ayat (2) 

dan Ayat (3) atau Pasal 60 Ayat (3) dikenai sanksi admnistrasi berupa: 

1. Peringatan tertulis 

2. Pembayaran denda  

3. Pembekuan izin 

4. Pencabutan izin 

Kendaraan yang tidak melanggar aturan adalah kendaraan yang sudah teruji 

dan layaik digunakan di jalan raya dan tidak membahayakan serta 

menimbulkan resiko bagi orang lain seperti yang disebutkan pada Pasal 48 

Ayat (1) “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan” dan Pasal 106 Ayat (3) “Setiap 

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi 

ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”  

Aturan dari pihak kepolisian yang berfungsi  mengatur peraturan yang 

mengatur tentang keamanan dan ketertiban lalu lintas yang dijelaskan oleh 

Pasal 104 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan” dari keterangan 

tersebut pihak kepolisian diperbolehkan memberhentikan pengendara 

kendaraan apabila melanggar Pasal 282 yang berbunyi: 

“Setiap pengguna jalan yang tidak memenuhi perintah yang diberikan oleh 

petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 104 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah)” 
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Fenomena di jalan raya yang masih marak terjadinya memodifikasi kendaraan 

roda empat yang tidak layaik jalan dan tidak memenuhi unsur persyaratan 

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dimana kendaraan itu bisa dikenai 

sanksi pidana karena telah mennggangu ketertiban dan keamanan di jalan 

raya. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur akan hal tersebut pelaku 

modifikasi tetap memodifikasi kendaraanya yang tidak sesuai dengan undang-

undang. 

 

C. Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Roda Empat   

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda tindak pidana atau strachverfeit 

mempunyai arti tindakl pidana, ldelik, perbuatanl pidana atau perbuatan ylang ldi 

lpidana. Menurut asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP,  tildak ada perbluatan 

ylang dalpat di pildana  jikal perbuatan tersebut tidak diatur oleh undangl-

undang. 

Berdasarkan Kitabl Undang-lundang Hulkum Pidanal (lKUHP), tindak lpidana 

digolongkan lmenjadi , yakni Buku II yang memuat kejahatan dan Buku III 

yang memuat pelanggaran. kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat 

ancaman hukumanya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan 

hukuman mati, dan kadang kala juga di tambah dengan penyitaan barang-

barang tertentu, dan peramapasan hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah 

peruatan  ringan yang diancam dengan denda atau lkurungan. Pidanal kurungan  

llebih ringanl dari lpidana penjara dan diperbolehkan membawal lperlengkapan 

lyang dibutuhkan lnarapidana lsehari-hari (lmisalnya, temlpat ltidur, selimut, dlan 

barang-barang penting lainnya). 
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lLamanya pidanal kurlungan ini ditlentukan ldalam Pasall 18 lKUHP bahwa : 

1) Lamanyal pidana kulrungan seklurang-kurangnyal satu hlari dan lpalingl lama 

lsatu ltahun. 

2) lHukuman tersebult dapat dlijatuhkan untuk palling lalma satul tahun elmpat 

lbulan jika alda pemberaltan pidanal yang dilsebabkan karelna gabunlgan 

klejahatan latau pengullangan, atau keltentuan pada Plasal 5l2 dlan Pasal l52 lA. 

 

I. Pengertian Kejahatan  

Definisi kejahatanl  dalam artil yuridis tidakl ditemukan dalaml Kitab l Undang-

lUndang Hukulm Pidana (KUHlP). KUHPl memlbedakan antara perbluatan lyang 

ldigolongkan “kejahatan” danl perbuatan lyang digolongkanl lsebagai 

“pelanggaran”. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Kejahatan adalah perbuatan manusia yang berlawanan atau melanggar 

ketentuan yang ditetapkan oleh aturan hukum, khususnya melanggar 

larangan yang ditetapkan oleh norma hukum dan tidak menaati perintah 

yang ditetapkan oleh norma hukum; atau setiap perbuatan yang melanggar 

norma hukum yang ditetapkan oleh norma hukum yang berlaku..
22

” 

 

Fenomena kejahatan merupakan salah satu dari  bentuk  “perilaku 

menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat." Menurut l 

Beneldict S. lAlper kejahatanl merupakanl the oldelst sosial lproblem. Seblagai 

bentuk lmasalah sosiall bahkaln masalah kemalnusiaan makal kejahatan plerlu 

lsegera dlitanggulangi. Upalya penanggulangan lkejahatan atau lbiasa diselbut 

sebagai kebiljakan krilminal. 
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Jenis-jenis pelanggaran hukum dapat dikategorikan sesuai perbuatan yang 

dilakukan oleh penjahat  (criminal), apabila diperhatikan, maka dapat 

dikategorikan menjadi:
23

 

a. Kesadaran atas perbuatannya yang karena menjadikan kejahatan sebagai  

pekerjaannya (professional criminal),seperrti pembunuhi bayarann 

b. Kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melakukan perbuatan 

melanggar hukum, maka dari itu pelaku melakukan persiapan terlebih 

dahulu sebeleum melakukanya. 

c. Kesladaran lbahwa perbuatan pelakul tidak diberikan kesempatanl loleh 

lmasyarakat atau lmasyarakat tlidak bisa menunjang kehidupan pelaku 

sehingga  pelaku terplaksa menjaldi residivisl untuk mengatas kesulitan 

hidup. 

Bertrand Russell dan Sutherland mengutip Soedjono sebagai berikut: “Ada 

individu atau kelompok individu yang secara sadar dan sadar melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum, hal ini disebabkan karena  dorongan 

posesifnya melebihi dorongan kreatifnya dan ia melakukan pelanggaran demi 

mencapainya”.
24

 

G.W Bawengan menyebutkan adanya perbedaaln penlgertian antaral kejahatan 

dan pelanggarlan: Perbedalan antara kejalhatan danl pelanlggaran, selbagaimana 

dikemukakan oleh Memorlie Van Tloechlichtingl, adalah perlbedaan anltara 

“delik hukum” dan “delik undang-undang” Kejahatanl adalahl  “delik hukum”, 

sedangkanl pelanggaraln ladalah “delik undang-undang”. Aldapun yang definisi 

ldelik hukuml merupakan peristilwa yanlg berlawanan atau lbertentangan dlengan 

aslas-asas hukulm yanlg hidup serta berkembang ldalam keyakinan lmanusia ldan 

lterlepas dari lundang-undang. lDelik undangl-undang ladalah peristiwal yang 

luntuk kepentinganl umum dinyatakanl oleh lundang-undangl sebagai lhal yang 

lterlarang, ataul juga dapatl dikatakanl bahwa lkejahatan adalahl perbuatan ylang 
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lsifatnya bertentanganl dengan kletertiban lhukum, sedangkanl pelanggaran 

ladalah lperbuatan yang olehl undanlg-undang ldianggap sebagail suatu lyang 

lbertentangan ldengan lketertiban.
25

 

Menurut Abdul Qirom Meliala dan Sumaryono kejahatan dibagi menjadi tiga, 

yaitu:
26

 

a. Kejahatan dari Aspek Sosiologis 

Terdapat tiga pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana terkait 

pengertian kejahatan dari segi sosiologis, yaitu: 

1) R. Soesilo menegaskan bahwa kejahatan mencakup seluruh tingkah laku 

manusia walaupun tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi 

secara langsung dirasakan sebagai l tingkahl laku yangl secara lekonomis 

lataupun psikologisl merugikan lmasyarakat dan lmelukai perasaanl ldalam 

lkehidupan bermasyarakat. 

2) lMoedikno Moeliono menegaskan bahwal lkejahatan merupakan 

lpelanggaran normal hukuml yang harus dipahami sebagai perilaku lyang 

merugikan, menyinggung danl tidakl boleh ditoleransi. 

3) lBoger berpendapat bahwa lkejahatan merupakan perilaku yang lsangat 

lanti-lsosial, yang secara sadarl diditentang olehl negara melalui penderitaanl 

ldan ltindakan hukum. 

 

 

b. Kejahatan dari Aspek Yuridis 

lAda dual pendapat tlentang pengertianl kejahatanl dari segi lyuridis, lyaitu: 

1) R. Soesilo, menyatakan  bahwa kejahatan adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan kesusilaan manusia (amoralitas), merugikan masyarakat 

(anti sosial)  yang ditentukan dan ditetapkan dalam hukum pidana. 

2) Moeljanto, dalam pidato nya di dies Natalis Universitas Gadjah Mada 

Tahun 1955, Moeljatno menyatakan bahwa kejahataan adalah penyimpangan 

yang diatur  dan dilarang oleh pidana serta memiliki ancaman pidana. Siapa 

pun yang melanggar larangan ini dianggap bersalah melakukan kejahatan. 
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Kesimpulannya mengenai pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum 

adalah: “ketentuan hukum pidana mau tidak mau dinyatakan sebagai 

perbuatan jahat”.   

 

 

II. Pengertian Pelanggaran 

 

lPelanggaran adalahl lwetsdelicten, mempunyai arti perbuatanl tersebut dliakui 

loleh masyarakat slebagai kejahatlan karena ulndang-undangl lmenyebutnya 

lsebagai delikl. Delik jlenis ini diselbut silla (mlala quia lterlarang). lPelanggaran 

lberbeda dengan lkejahatan kalrena seclara kuantitatiff lebih lringan 

dibandingkan lkejahatan. Pelanggaranl hukuml dapat terjadi karena dua sebab: 

pelanggaran yang dianggap oleh pelakunya sebagai suatu kebiasaan atau 

bahkan suatu keharusan. Hukum diciptakan untuk tujuan  mengatur 

masyarakat, bukan untuk melanggarnya. 

 

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran hukum adalah karena jenis 

pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.  Hal ini terlihat 

pada ancaman pidana terhadap pelanggarannya, tidak ada satupun yang 

diancam dengan pidana penjara melainkan berupa pidana penjara dan denda, 

sedangkan pidana yang paling banyak adalah ancamanl pidana. 

lKriteria lainl yang membedakaln kejahatan danl pelanggaranl hukum adalah 

lkejahatan  merupakanl kejahatan yang merugikan kepentingan l yang sah ldan  

lmenimbulkan bahayal yang nyata, sedangkanl pelanggaran  lhanya berbahaya 

in labstracto lsaja. 
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Adapun perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, antara lain : 

1. Perbedaan secara kualitatif 

a. Rechtsdelict(en), artinya Tindakan bertentangan dengan keadilan.Konflik 

ini terjadi terlepas dari apakah perilaku tersebut dapat dihukum oleh hukum 

atau tidak. Sehingga, tindakan tersebut justru dirasakan l masyarakat  

lbertentangan ldengan lkeadilan. 

b. lWetsdelict(en), artinya menetapkan suatu perbuataln yangl dianggap oleh 

lmasyarakat sebagail  tinda pidanal UU lmenyebutnya sebagail delik. lDelik 

lsemacam ini ldisebut lpelanggaran (malal quia lprohibita).  

 

2. Perbedaan secara kuantitatif 

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, khususnya bahwa 

pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Terdapat perbedaan pendapat 

mengenai pembagian pelanggaran menjadi tindak pidana berat dan 

pelanggaran ringan. Dalam rancangan KUHP, pembagian ini tidak lagi diakui.  

Istilah yang digunakan adalah “tindak pidana”.  

 

Dalam Buku II dan III KUHP  terdapat berbagai cara merumuskan tindak 

pidana (delik), yang menggambarkan perbuatan melawan hukum yang 

pelaksanaannya dilarang atau dilarang perintahnya dan siapa pun yang 

melanggar atau tidak mentaatinya diancam dengan hukuman tertinggi.  

Selain unsur-unsur yang merupakan perbuatan yang dilarang dan orang-orang 

yang diperintahkan untuk melaksanakannya, juga termasuk sikap batin yang 

harus dimiliki pelaku agar  dapat dihukum. 
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D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Kebijakan penegakan hukum adalah upaya suatu pemerintah atau untuk 

menjamin terjalinnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan 

menggunakan strktur lemabga hukum. 

1. lFaktor lHukumnya Sendiri (lUndang-lUndang) 

lFaktor hukum memegang peranan penting dalam atiran hukum dalam 

masyarakat, dilihat dari sudut pandang aturani hukum litu slendiri. 

2. lFaktor Penegak Hukuml 

lKunci  keberhasilanl dalam penegakanl hukum adalahl  kepribadian ldari 

lpenegak hukum itu lsendiri. 

3. lFaktor Sarana ldan lFasilitas 

Saranal danl prasarana pendukung meliputi tenaga kerja lyang 

berpendildikan tinggi daln terampil, lorganisasi yalng baik, lperalatan yanlg 

melmadai dan pembiayaan yang memadai. Tlanpa sumber daya dan 

fasililtas yangl mlemadai, lembaga penegak hukulm tidakl akan dapat 

lberjalan denlgan lancar ldan  tidakl dapat menjalankanl perannya. 

4. lFaktor Masyarakat 

lMasyarakat mlempunyai pengarluh yang kulat terhadalp plelaksanaan 

penegakanl lhukum, karena penegakanl huklum bersumber dari masyarakalt 

daln bertuljuan untuk menjangkau dalaml lmasyarakat. 

Faktor terpenting yangl  menentukanl penerapan hukuml adalah klesadaran 

masyaraklat terhadap hlukum 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia menjadi landasan penerapan hukum adat. 

Pemberlakuan undang-undang (undang-undang) haruls mencerminklan 

nillai-nilai yanlg menjadli dasar hlukum adalt. Dallam hal penegakan hlukum, 

semlakin ada keselarasan antaral peraturan hukum dan budaya lmasyarakat, 

lmaka  semalkin mudah untuk lmenegakkannya..
27

 

 

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan satu 

samai lainya oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak 

ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
28
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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Masalah  

Menurut  Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu dengan cara 

menganalisisnya. Penelitian hukum memeiliki peranan yang sangat penting 

dalam perkembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penentu 

penyelesaian permasalahan hukum yang timbul baik secara teoritis maupun  

praktis dalam masyarakat..
29

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, yaitu : 

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif 

Pendekatan hukum normatif ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan 

dengan mempelajari norma atau aturan hukum, teori hukum, asas hukum dan 

peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum. 

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan langsung dari fakta-fakta yang diperoleh 

secara obyektif di lapangan dan diteliti dengan cara observasi dan wawancara 

yang berkaitan dengan pokok permasalahn dalam penelitian. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas datal primerl dan ldatal sekunder lyaitu: 

1. lData Primer 

lData primer adalahl datal yang diambil langsungl dari sumber primer atau 

lpenelitian  langsung yangl tentunya lberkaitan ldengan topik penulisan. 

2. lData Sekunder 

lData sekunder merupakan datal tambahanl yang dikumpulkan ldari lberbagai 

lsumber hukuml yang berkaitan denganl permasallahan yang lditeliti atau 

ldata  ldari berbagai lliteratur, buklu hukum ldan sumberl lain lyang 

lterkait.
30

Data lsekunder dalaml penelitianl ini, telrdiri ldari : 

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi: 

1) lUndang-Undangl Nomorl 1 Tahunl 2023 tentangl Kitab lUndang-

lUndang lHukum Pidana. 

2) lUndang-Undang lNomor 2 lTahun 2002l tentang lKepolisian  lNegara 

lRepublik lIndonesia. 

3) lUndang-Undangl Nomor l22 Tahunl 2009 tentangl Lalul Lintas ldan 

lAngkutan Jalan. 

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang melengkapi hukum primer 

diantaranya: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan  dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

                                                           
30
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3) SEMA Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara 

Lalu Lintas 

c. Bahanl Hukuml Tersier, lbahan hukum lyang memberikanl pedoman latau 

lpenjelasan terhadapl bahan lhukum primerl dan lbahan hukuml sekunder, 

lberdasarkan lliteratur, medial masa, ldan llain-lain. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Penelitian ini memerlukan narasumberl  untukl memberikan plenjelasan dan 

lwawasan terkailt  permasallahan yang aldal di wilayahl yangl  dibahas ldalam 

skripsi ini. Narasumber lpenelitian inil adalahl sebagai lberikut : 

1. Kasat Lantas Polres Pringsewu  = 1 orang 

2. Anggota DISHUB LLAJ Pringsewu = 1 orang 

3. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum pada  

Universitas Lampung  = 1 orang   + 

Jumlah = 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. lProsedur Pengumpulan lData 

Metode pengumpulanl data dalam skripsi ini dilakukanl denganl cara 

slebagai lberikut : 

a. Studi Kepustakaan (Libraryl lResearch) 

Mengumpulkan data sekunder dengan l cara lmembaca, mengutip, 

menelaah dan menganalisis berbagai bacaan kepustakaan dan asas 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan lyang lditeliti. 
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b. lStudi Lapangan (Field Research) 

lProsedur yang dilakukanl meliputi wawancaral terhadap lnarasumber 

lpenelitian dengan tujuan mengumpulkan l data ldan inlformasi 

sebanyak-banyaknya sesulai dengan plermasalahan yangl dibahas ldalam 

plenelitian. 

2. Prosedulr Pengolahan lData  

lPengolahan datal yang telahl diperoleh makal penulis melakukan lkegiatan-

klegiatan antara llain : 

a. Identifikasi, memeriksal secara teliti kelengkapan, lkejelasan ldan 

keakuratan datal yangl  diterima sertla relevansinya ldalam plenelitian. 

b. lKlasifikasi ldata, data ylang diperolehl danl diidentifikasi disusunl dalam 

lbentuk yang logisl dan ringkasl kemudian dilsempurnakan  sesuai 

dengan kebutuhan penelitian 

c. Sistematika data, penyusunan untuk menempatkan data berdasarkan 

jenis dan topik untuk memudahkan analisis data. 

 

E. Analisis Data  

lAnalisis datal dalalm penelitian inli dilakukan secara klualitatif, yaitu lanalisis  

ldilakukan secarla deskriptif, ldengan menarik argumentasil daril data ylang 

ldiperoleh ataul hasil wlawancara yang ldilakukan dlalam penellitian ini. Hasill 

penelitian tersebutl kemudian ldiolah denganl penarikan kesimpulanl  induktif 

lyang dilengkapil denganl  kesimpulan  induktif yang dilengkapi dengan hasil 

kajian pustaka. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Upaya penanggulangan modifikasi kendaraan roda empat  dilakukan oleh 

aparat penegak hukum khususnya kepolisian berdasarkan Pasal 2 dan 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dijelaskan bahwa fungsi 

dan peran polisi adalah untuk melindungi ruang publik. Memelihara 

ketertiban internal masyarakat, menciptakan  ketertiban, menegakkan 

hukum dan memberikan keselamatan, keamanan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Masih maraknya fenomena modifikasi kendaraan roda empat 

yang mengubah kendaraan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan diri 

sendiri akan tetapi membahayakan pengemudi, oleh karena itu, tindakan 

yang harus diambil dari penegakan hukum berupa Upaya penal yaitu 

diberikanya sanksi  sesuai aturan hukum yang belaku yaitu Pasal 277 dan 

Pasal 285 dan non penal yaitu pihak kepolisian memberikan edukasi 

terhadap pemilik kendaraan roda empat dan melakukan penjagaan lalu 

lintas dan patroli lalu lintas dengan mengoptimalkan penggelaran personel 

polantas pada strong point sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya 

pelanggaran. Penanganan Upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana 
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modifikasi kendaraan roda empat yang bertujuan untuk mengurangi angka 

modifikasi kendaraan roda empat mengikuti prosedur yang berlaku. 

2. Faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana modifikasi 

kendaraan roda empat terhambat karena aparat penegak hukum sendiri 

memiliki keterbatasan kapasitas dan infrastruktur dalam memantau 

pelanggaran modifikasi kendaraan roda empat, serta terbatasnya 

pengetahuan terhadap aturan hukum  yang berlaku dan rendahnya 

kesadaran Masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan budaya 

hukum Masyarakat yang kurang menyadari pentingnya tertib lalu lintas 

sehingga  menyepele kan hal tersebut, hal inilah yang menjadi faktor 

utama penghambat penegak hukum dalam menanggulangi modifikasi 

kendaraan roda empat. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan khususnya terhadapa dari kepolisian dalam menghadapi 

tingginya tindak pidana lalu lintas yang berakibat menjadi kejahatan 

terutama dalam modifikasi kendaraan roda empat yang mengancam 

keselamatan pengemudi dan orang lain, seharusnya diberikan penanganan 

yang lebih ketat. Ini termasuk penyediaan fasilitas untuk memastikan 

kepatuhan terhadap aturan hukum, agar masyarakat tidak meremehkan 

pelanggaran mereka terhadap hukum yang berlaku. Salah satu solusi 

adalah menginstal CCTV di lokasi tertentu yang terhubung langsung ke 

Pos Lantas, memungkinkan penegak hukum untuk menindak pelanggaran 

dengan cepat dan memberikan sanksi seperti E-tilang, diharapkan dapat 
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menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan melaksanakan operasi lalu 

lintas. Ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas secara 

keseluruhan dan mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum. 

2. Diperlukan tindakan khusus dalam menanggulangi hambatan kepolisian 

dalam menangani tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ini bisa dicapai dengan 

meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum yang terkait 

dengan lalu lintas, memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk 

pengawasan di jalan raya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat 

agar tidak memodifikasi kendaraan mereka. Terutama, penting untuk 

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses modifikasi 

kendaraan di bengkel resmi yang didirikan oleh  menteri yang bertanggung 

jawab dalam industri ini sesuai dengan Permenhub No.PM 33/2018 dan 

mengharuskan mereka mendaftarkan modifikasinya ke BPTD untuk 

legalitasnya. 
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